PUTUSAN
No. 166 KITUN/1895

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam lingkat kasasi telzh

mengambil pulusan sebagai berikut dalam perkara :
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA-PUSAT
LIMA sekarang KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JA-
KARTA TANAH ABANG, berkedudukan di Jalan Penjernihan |
Me. 36, Jakaria-Pusal, dalam hal in diwakili oleh kuasanya TJIP
ISMAIL, SH., Kepala Sub Direktorat Dokumentasi Peraturan
Perpajakan dan SUHARSYAH, SH., Kepala Sub Seksi Petunjuk
Tehnis Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan pada
Dirjen Pajak, berkanlor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pa-
jak, Jalan Gatot Subroto No, 40-42, Jakarta Selatan, berdasar-
kan surat kuasa khusus langgal 28 Februari 1995 5

Femohon Kasasi, dahuly Tergugat/Terbanding ;
Melawan:

FADCHI ZUBAIDI, kewargansgaraan Indonesia, pekerjaan Di-
rekiur PT. Bina Fashion Mullitama, beralamat di Jalan K,H. Mas
Mansyur No. 68 F, Jakarta Pusat,

Termahon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sexarang Termohon Kasasl sebagsi Penggugat lelah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jzkarta pada pokoknya atas dalil :

Bahwa Penggguat selaku (Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak)
dalam tahun 1992 telah memperaleh pengembalian/restitusi PPN
akibat dari mekanisme/sistem dalam Undang-undang PPN 1984
sendiri, karena dalam tahun 1992 PPN masukan (PPN masukan) Wajib
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Pajal/Pengusaha Kena Pajak lebih besar dari pajak pertlambahan nilai
(PPN keluarnya). Adalzh logis bagi Badan Usaha yang bergerak di
bidang eksport selalu memperoleh restitusiipengembalian PPN akibat
dari perlakuan tarif PPN untuk ekspor yang dikenakan dengan tarif 0%
sebagai PPN keluarnya, sedangkan untuk pembelian bahan baku guna
diproses lzbih lanjut atau barang jadi untuk diekspor dipungut PPN oleh
PKP Penjual (sebagai PPN masukan baginya) dengan tarif 10% setiap
terjadi kelebihan pembayaran PPN keluaran, WP/PKP berhak menga-
Jukan permohonan restitusi/pengembalian ;

Bahwa kiranya WP/PKP menggunakan haknya untuk mengaju-

kan permohonan pengembalian/restitusi PPN unluk masa paiak ter-
lentu dalam tahun 1992 dimana terdapat kelebihan pembayaran PPN
kepada Tergugat. Namun beberapa bulan kemudian setelah direalisir
permohonan restitusi PPN WPR/IPKP  secara tba-tiba menerima
SKP.PPN yang dikeluarkan oleh Tergugat {enam SKP. PPN} untuk
masa Pajak ledtenlu dalam tahun pajak 1992 dalam SKP.PPN mana
lercantum penerapan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
100% berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun
1983 ;
Bahwa dengan diterbitkannya SKP.PPN (bukti P-3 sampai degan P-8)
PPN, oleh WP/PKP mengingat dasar-dasar penerbitannya kurang jelas
{karena lidak diseral dengan penjelasan) dihubungi Tergugat seka-
ligus meminta penjelasan tentang dasar-dasar diterbitkannya SKP.
PPN lersebut, oleh kantor pelayanan pajak Jzkartta Pusal Lima
diberitahukan, bahwa beberapa faklor Pajak dari PKP penjual yang
dilerima WP/PKP diragukan kebenarannya, sehingga oleh Tergugat
PPN masukan bagi WPIPKP perlu dikareksi kemball koreksi tersebut
membawa akibat ditarbitkannya SKO PPN seper'i yang terlihat pada
butir 3 di atas oleh karena WP/PKP merasa (idak berbuat salah dan
kalaupun faklur pajak dimaksud diragukan kebenarannya, kesalahan
lersebut bukanlah kesalahan WP/PKP, tetapi semata-mata kesalahian
PKP Penjual. Seyogyanya PKP penjualanizh yang harus menanggung
fisikonya (bukan PKP. Pembeli) WP/PKP telah menenuhi kewajibannya
selaku PKP dalam arti telah membayar PPN masukan atas pembelian
barang kena pajak yang dilakukannya (dipungut oleh PKP Penjual)
sebagai bukli pungutan PPN atas transaksi lersebut oleh’ PKP Penjual
{elah dikeluarkan faktur pajak PPN yang telah diserahkannya kepada
PKP pembeli yang dalam hal ini WP/PKP sendir, Sesual dengan
ketentuan Pasal 25 (3) Undang-undang No. 6 tahun 1983 WPR/IPKP
menggunakan haknya unluk mengajukan keberatan atas SKP-SKP
PPN tersebut dan keberatan cigjukan pada Tergugat ;
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Adapun sural keberatan atas SPK.PPN yang telah diajukan WPR/PKP

terdapat dalam bukti p-g sampai dengan P-13

SKP-SKP tersebut ;

Bahwa oleh karena WPIPKP merasa tidak seharusnya dike-
nakan SKP.PPN dan bahkan sudah mengajukan keberatan, maka
WPIPKP tidak membayar lunas tagihan sebesar yang tercantum dalam

Sebelum surat paksa dikeluarkan oleh Tergugat WPIPKE lebih
dahulu ditegor dengan surat tegoran (bukli P-14 sampai dengan P-13).

Dari surat tegoran yang dikeluarkan oleh Tergugat terlihat keanshan
yang lidak [azim dikemukakan dalam disiplin administrasi yaitu -

a Sural Tegoran yang diperuntukkan SKP.PPN No. 00078/207/92/
022/93 jelas tidak bernomor register dan lidak bertanggal, sehingga
secara yuridis surat tegoren tersebut lidak memenuhi syarat seba-
93l sural legoran dalam arti lindakan cofiechion pajak. Dengan
perkataan lain tindakan lsbin lanjut di bidang penagihan tentu tidai
syah dengant idak syahnya surat legom yang diterbitkan :

o

. Kurang dapat dimengeri kenapa untuk ke énam surat tegaran

menggunakan satu sural legoran diperuntukkan satu kohir SKE.

FPN yang ditagih :

o

Oleh karena surat legaran adalah hal ¥ang essensial dan siquensi

tindakan penagihan pajak dan merupakan tindak awal dari tindakan
penagihan aktif, maks adanya cacat hukum dalam penerbitan surat
tegoran membawa akibat tidak sahnya tindakan Ppenagihan selan-
Jutnya terutama yang beralian dengan tindakan paksa dengan
menggunakan surat paksa dan surat perintah penyitaan dan diakhiri

dengan lindakan pelanggan ;

Sebagal tindak lanjut dari diterbitkannya surat tegoran seperi
dikernukakan pada butir @ di atas, oleh Tergugat telah dikeluarkan 2
{dua) surat paksa untuk keenam SKP. PPN tersebul (bukti P-1 dan

P-2);

Bahwa cleh karena keabsahan surat legoran yang lelah diterbit-
kan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan pada butir 9 angka 1

Sampai dengan angka 3 masih diragukan, maka deng
keabsahan tindukan penagihan selanjutnya berupa surat

2N sendiringa
paksa otoma-

tis masih diragukan keabsahannya (khsususnya atas surat tegoran
yang lidak bernomor register dan tidak bertanggal dan juga menggu-
nakan satu nomor reglstar Untuk lima surat tegoran lainnya ;

Bahwa surat tegoran yang dikeluarkan oleh Tergugat masih di-
ragukan keabsahannya dan karenanya surat paksa yang dikeluarkan
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sebagaj tindak lanjul dari surat tegoran dimaksud dengan sendirinya
diragukan keabsahannya Pasal 2 (1) Undang-undang No. 19 Tahun
1959 yakni tentang penagihan pejak dengan surat paksa mensyarat-
Kan lindakan penagihan mesti diawali dengan menerbitkan surat fe-
goran yang syah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat menun-
lut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjaluhkan
Putusan sebagai berjkut :

Dalam Permichonan Penundaan/Penangguhan/Pravisi -
Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakara
Pusat Lima) untuk menunda pelaksanaan lebih dahulu :
1. Surat Paksa No QBSISPWPI.NAMKP 0808/93 tangoal 1 Juli 1883 ;
2. Surat Paksa No. 08B/SPAVP 04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993 ;

Selama pemeriksaan beriangsung, sampai dengan perkara ini
mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

Dalam Pokok Perkara
== ORGR-erkara
= Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan :

= Menyalakan batal atau tidak syah surat Paksa TergugatSurat
Kepala Kantor Pelayznan Pajzk Jakaria Pusat Lima masing-masing

8 Surat Paksa No. 089/SPAWP. 04/KP 0808193 tanggal 1 Juli 1933 .
b. Surat Paksa No 088/SPWPR.L.04/KP 0808/33 tanggal 1 Juli 1993 ;
Menghukum Terguoat membayar biaya perkara menurut hukum <

bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat te-
1ah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai barikut
~ Bahwa yang menjagi obyek sengketa dalam perkara a quo adalsh
Keputusan Tergugat berupa ;
a. Surat Paksa No O0BSPAWP.04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993 ;
b, Surat Paksa Mo, 088/SPAR.04/KP 0808/83 tanggal 1 Juli 1983 ;
= Bahwa lindakan Tergugat menerbitkan sural paksa dalam perkara a
quo adalah pelaksanaan perintah Undang-undang Ma. 18 Tahun
1959 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan undang-
undang No. 8 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tala cara
perpajakan ;
Bahwa batas wakiy yang diberikan oleh Undang-undang untuk
memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Peng-
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gugat adalah paling lama dua belas bulan sejak surat keberatan Dalam Eksepsi:

diterima (vide Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983) ; = Menolak Exksepsi Tergugat seluruhnya ; |
- Bahwa dengan diajukannya surat keberatan oleh Penggugat tidak )

menghalangi tindakan penagihan karena pengajuan keberatan tidak gw’ki@ 2

menunda kewajiban membayar pajak (vide Pasal 25 ayat (6) Undang- = Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

undang No, 6 Tahun 1983 beserta penjefasannya ; = Membebankan biaya perkara yang timbul datam perkara ini kepada
= Bahwa dengan demikian penerbitan surat paksa dalam perkara a Penggugat sebesar Rp, 50.000.- (ima puluh ribu rupiah) ;

quo adalah jelas-jelas tidak berlentangan dengan peraturan perun- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat te-

dang-undangan yang beriaku, wa\agpyn Pangguga} mengajukan lah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

sural keberatan atas SKP yang menjadi dasar diterbitkannya surat dengan Putusannya langgal 24 Desember 1904 Nao. 132/B/1984/PT.

paksa dalam perkara a quo, surat paksa telap dapat diterbitkan TUN.JKT,
karena Undang-undang mengatur demikian ;

Biahwa alasan yang dipakai oleh Penggugat dafam qugatannya
adalah berdasarkan ketenluan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang

¥ang amarnya berbunyi sebagai berikut -

- MEr}erima permohonan banding dari PenggugaUPembanding dalam
halini aleh kuasanya A, Hadi Pulungan, SH. ;

No. § Tahun 1886 yaitu Kepulusan Tata Usaha Negara yang = :\:;‘:”;E'aszdr‘e_p‘;?::”hlpe:%*:‘jg" Tata Usaha Negara Jakarta ter-
digugat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang hongkan band'l 4 0 1993/PJKIPTUN.JKT yang dimo-
berlaku. Alasan tersebut tidak tepal karena nyata-nyata atau jelas N9 dan dengan
bertentangan dengan peraturan perundangan yar.\g berlaky ; MENGADILI SENDIRI -

= Berdasarkan alasan-zlasan dan fakis tersebut di atas, kami selaku =
kuasa hu dari Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pen, =

Menyatakan lidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-
Surat paksa .

2. Surat Paksa No. GSE‘ISPIWPJ‘UMKP.UBOSIS3langgal 1Juli 1983 ;

adilan Tala Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan menga
persara @ guo berkenan untuk -
Menyatzkan gugaten tidak diterima atau lidak berdasar karena

¢ ;
PEngajuan surat keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran b Surat Paksa No. 088/SPIWP. 04/KP 0808/93 tanggal 1 Juii 1993 ;
pajak sehingaa fidak menghalangi lindakan penagihan Dengan Yang kesemuanya diterbitkan oleh TergugatTerbanding Kepala
demikian penerbitan surat paksa Jelas bertenlangan dengan per- Kanlor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Lima tersebut ;

aluran perundang-undangan : = Mengabulkan penundaan pelaksanazn surat-surat paksa tersebut di

batwa lerhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Ne- @las sampai dengan keputusan dalam perkara i mempunyai
gara Jakarta lelah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 2 Mei Kekuatan hukum yang tetap ;
1984 No. 114/GH 88/PIK/PTUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai -

Menghukum Terguga:frerbanding Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jakarta Pusat untuk membayar semua biaya perkara baik dalam
pemeriksaan dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding,
biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 49.100 -
= Menyataken Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara No. £ {empat puluh sembilan ribu seratus fupiah) ;
| T14IGNS93/PIKIPTUNJKT tanggal 19 Oklaber 1993, tentang Pe- bahwa sesudah putusan terakhir inf diberitahukan kepada kedua
| nundaan/Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan No. 088, belah pitak masing-masing pada tanggal 16 Februari 1995 kemudian
0B8/SPAWPJ 04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993, atas nama PT. terhadapnya oleh Tergugaupembanding dengan perantaraan kuasa-
BINA FASHION MULTITAMA (FADCHI ZUBAIDI) tidak dapat nya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 1995

dipertahankan lagi dan dicabut ; digjukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 1 Maret 1995

berikut :

Dalam Penundaan :

516 lusprafens Hatamal Agung 7 Varisprudensi Makfamak fgung 2y 517

oo i i elayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
p——— Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayz p
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republi

i saji i iki dari waktu kewaktu.
1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu

. s . o i i alui :
Pl e A ke nkutast iiaas g e maSIg "":' i ‘alf:;i:fg?ma’;i:;ang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mel Halaman 3
i i i termuat pada situs ini N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai lernyala dari akle permohonan kasasi No. 11/1995/Kas-
123/B/1994/PT.TUN.JKT, yang dibuat oleh Panitera Muda mana ke-
mudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut
pada tanggal 14 Maret 1995 ;

bahwa pada tanggal 16 Maret 1995 telah diberitahukan tentang § i
memaori kasasi dari Tergugat/Terbanding kepada pihak lawan dengan 2 25;“:;;::33::;?” Tinggi Tata Usaha Negara Jakaria lelah salan
cara seksama | hadap yang bem::a:mr::a ::emh selah menarik kesimpulan ter-

Menimbang, bahwa permohanan kasasi a quo beserta alasan- lam pertimbangan huk%z:n;; g":nnar:jdla langamlsurai paksa, Da-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama 9adilan Tinggi Tata Usaha Ne-
diajukan dalam tenggang waklu dan dengan cara yang ditenlukan da-
lam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi lerse-
but formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberalan-keberatan yang diajukan Pemo-

hon Kasasi dalam memori kasasinya lerselut pada pokoknya ialah :

1

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah
menilai Surat Keputusan Dirjen Pajak Mo. 108/PJ.11/1991, yang
seharusnya bukan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ne-
gara Jakarta untuk menilainya. Karena keputusan tersebut tidak

J::s;:}:ﬂ;‘;e:frik Pajak da‘n v.-alib.pajak segani;iigaynay::krln\j:
ke sewagneny!’;a.:lvge:;l"e;:‘unan sehingga dapat pula dinifai @,3‘{
genrcigln_lbadnﬂgnan rxukum di alas sama sekali sa2lah karena berten-
yauL' engan peraturan perundaﬂg-nmdangar‘. yang berlaky,

termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menu-

rut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, sehingga

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang urituk menilainya ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Na-

gara Jakarta telah mempertimbangkan :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 276/

a. B
b:::; Kepala Kantar Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Lima
S ra;xg untuk menerbitkan surat paksa berdasarkan P1s:l
uruf d Kepulusan Menteri Keuangan Ne. 276IKIVK DU". B89
seperli telah diuraikan Pada anaka 1 d‘\’.‘jla-' § i

Bahwa penerbitan surat paksa a
KMK.01/1989 lentang organisasi dan (ata kerja Direktorat undang yaity Undang-undang Nordﬁa ‘?'Zﬁtu?ir?g?;kan Undmgf
Jenderal Pajak tertanggal 25 Marel 1989 Kantor Inspeksi Pajak el Scweﬂ@ﬂg-t‘ﬁﬂaﬂgﬂra i e SE}FEH
tersebut dihapuskan, dipecah menjadi 3 unil yaitu : e -hanyaknya e i ¢
i:hwa surat paksa diterbitkan uniuk menagih pajak yang terhu-
g menur.ui Undang—undang dari wajib pajak : u‘
membayar tidak pada waktunya ; =

[

a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ;

b. Kanter Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak ;
| . Kanlar Penyuluhan Pajak ;
Dalam Keputusan Menteri Keuangan lidak menunjuk Pejabat Tata
Usaha Negara yang mana yang berwenang menerbitkan surat
paksa, maka kewenangan unluk menerbitkan surat kembali Fada akte hipotik atay pada pen g :
kepada Menteri Keuangan. Pertimbangan hukum di atas adalah Periimbangan g P gakuan hutang di depan Notaris -
keliru, karena lelah dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 242 hu- kekuatan surat paksa Srsebut fidak
ruf d Kepulusan Menteri Keuangan No. 276/MKM.01/1989 terse- lanfPutusan Hakim leﬁyhangl debimais
but bahwa kantor pelayanan pajak mempunyai fungsi yaitu : Tahun 1959 sehin, ad dllentukan‘
melakukan urusan tata usaha penerimaan, penagihan, penyele- 994 dengan demil

4. B El
Ui;hw: ;:am f&rtwrnbangan hukumnya Pangadiian Tinggi Tata
e agasrua akarta mempertimbangkan bahwa lernyata ;JelaF:l
y: rat paksa tersebut tidak susuai dngan grose akta

epat karena bagaimanapun
n dengan pulusan Pengagi-
u.!eh undang-undang No. 18
kian surat paksa tidak dapat
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bl

dibandingkan dengan pelaksaan grose akte pada akle hipotik atau

pada pengakuan yang dibuat di depan Notaris ;

Bahwa perfimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ne-

gara Jakaria lidak lepat dan telah keliru menafsirkan Pasal 25 aya!
(6) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 ;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 25 ayat (6) Undang-undang No. 6
Tahun 1983 menyatakan * .. maka pengajuan keberatan ti-
dak menghalangi tindakan penagihan ....... dst.”, dimaksudkan
sebagai berikut :

Bahwa penagihan telap dilzksanakan karena merupakan perin-
tah Undang-undang ;

Bahwa dalam ketentuan perpajakan dikenal hanya satu macam
Undang-undang penagihan yaitu Undang-undang tentang Pe-
naginan Pajak Negara dengan sural paksa (Undang-undang
No. 19 Tahun 1958) ;

Bahwa tindakan penagihan dimaksud dalam penjelasan Pasal
25 (6) Undang-undang Mo. 6 Tahun 1983 adalah tentu saja
merujuk pada Undang-undang No. 19 Tahun 1958 ;

o

o

o

6. Bahwa lidak lepat perlimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta yang menyalakan bahwa yang dapal di-

tagih dengan surat paksa hanys sampai jumiah pajak terhutang

berdasarkan perhitungan wajib pajek saja yang dapat ditagih

dengan sural paksa, sedangkan selebihnya harus menunggu

keputusan upaya keberatan atau banding adminisirasi ke Majelis

Pertimbangan Pajak ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya
mempertimbangkan satu’ sisi saja yaitu dari kepentingan Peng-
gugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
lidek mempertimbangkan kepentingan Tergugal sebagai pelak-
sana darl Undang-undang dimana pajak sangat diperlukan untuk
membiayai kegiatannya menjalankan tugas umum pemerintahan
dan juga merupakan kepentingan seluruh masyarakat untuk pem-
biayaan Pembangunan Nasional sebagaimana ‘ertuang dalam
amanat GBHN tahun 1974 sampaidengan 1993 ; ~

Bahwa sangat tidak benar pedimbangan hukum Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa cara-cara
penagihan dengan surat paksa yang jumlah pajaknya harus di-
bayar lunas dari jumlah yang terdapat dalam surat penetapan pa-
jak padzhal wajib pajak sedang mengajukan keberalan atau

)
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E's::::rn‘g Fadrmr’i‘slrasi adalah bertentangan dengan Azas-azas
emerintahan i i
e yang Baik, yailu Azas keadilan dan
Menimbang, bahwa terlepas dari

h arl alasan-alasan kasasi b
als::?: angenurut pendapat Mahkaman Agung, Pengadilan Ti;;;s'?’::‘;
el QE!I;E Jakarirs, maka dasar gugatan adatan sural paksa yang
DsQfSPNJFOGh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Lima No,
e u.éfé?;IPKP‘DEDBIQQ tanggal 1 Juli 1993 (bukt P-1) dan surai

ba,.; WVP.J.04/KP.0808/03 tanggal 1 Juli 1993 (bukti P-2);

Wa menurut Pengadilan Tinggi T ;
ETe‘layanan F‘ajak tidak berwenang milg;a el R et
alam Keputusan Menteri Keuangan Ne. 276/KMK.01/1389 tanggal 2

berwenang menerbitkan surat paksa -

bah b i
E?SIKM; Ouﬁgggn letapl Pasal 1 putusan Menteri Keuangan No.
S ralalh melaks.:s;g:ta:can bahwa tugas pokak Direktorat Jenderal

N lugas pokok D i i
n3an negara yang berasal dari pa?ak ] Shatjean dhtidaog RRCEi

bahwa Pasal menyebutk gsi Direk enderal Pajz
oy ‘W F" |2'br enyebutkan fungsi Dir torat Jenderal ajak
antara lain adalah Pelaksanaan pemungutan pajak sesuaj dengan i -
Gas pokok Direktorat Jenderal Pajak - i I 2k

mendelegasikan wewe X

S g ewanang menerbifs at

Earam E:pz:ja Kepe_:la Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana‘?gr:ubri
Pulusan Direktorat Jendera| Pajak No, KEP.105/PJ HMQEHE' E

ayanan Pajak berwenang
2n penagihan pajak :

njadi dasar gugatan adafan
maka seharusnya pemerik-
N surat paksa sudah me-

bahwa oleh karena ma,
mana Kantor Pel;
menerbitkan surat paksa sebagai pelaksana

Menlmbang bahwa karen
i 3 yang mey
;:rat ggfksa—surat Paksa tersebut dj eias
an difokuskan' pada apakal i
menuhi prosedur ; Gl
bahwa berdasarkan p
lerhadap SKP ppN Sebagai
P.8) telah diajukan kebera
P.9s/dP.13);

Tammbfagl:}v;aps;l;;ﬁ;{ny&a berdasarkan Pasal 27 Undang-undang No. 6

: 18Uwajib pajak dapat mengajuka; by k

Badan Peradilan Pajak/Majelis PenimbangangF{sIakn d::mslgteknejgisa
a

asal 25 Undang-undang No. 6 T,

2hun 1083
:mana disebut dalam gugatan (bukti P.3 s/d
an-keberatan oleh Penggugat asa| (bukti
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adalah wewenang Badan tersebul untuk menilal apakah jumlah pajak
yang dibebankan kepada wajib pajak/Penggugat asal sudah benar
alau tidak ;

Menimbang, banwa berdasarkan Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 27
ayat (3) Undang-undang No. 6 tahun 1983 maka semua keberatan-
keberatan dan permohonan banding tidak menunda kewajiban mem-
bayar pajak ;

bahwa dalam persidangan tidak lerungkap anakah dalam
menerbitkan surat paksa a quo ada penyimpangan dalam prosedur ;

Menimbang, bshwa berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan
tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapal cukup
alasan untuk mengabulkan permohenan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA
PUSAT LIMA sekarang KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JA-
KARTA TANAH ABANG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TJIP
ISMAIL, SH., IDAWATI, SH. dan SUHARSYAH, SH. tersebut dan
membatalkan pulusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakaria
langgal 23 Desember 1934 No. 132/8/1994/PT. TUN.JKT, serta
Mahkamah Agung mengadill sendiri perkara ini dengan mengambil alih
perimbangan dan pulusan Pengaditan Tata Usaha Negara Jakana
yang sudah tepat dan adil, dengan amar seperti yang akan disebut di
bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termshon Kasasi di pihak yang
dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara dalam tingkat per-
lama, banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No, 14 Tahun
1870, Undang-undang MNo. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 5
Tahun 1986 yang bersangkutan |

MENGADILL

Mengabulkan permehonan  kasasi dari Pemohon Kasasi
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA PUSAT LIMA
sekarang KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TANAH
ABANG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TJIP ISMAIL, SH.,
IDAWATI, SH. dan SUHARSYAH, SH. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakara tanggal 23 Desember 1994 No, 132/BM394/PT.TUN.JKT ;

522 Viritprudicast Mefifmaf Agung %)

DAN MENGADIL SENDIRI

Dalam Eksepsi
—=—ML=ksepst

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :
—— " OKOK Perkara

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha N

1 egara No,
114/G/1993/PIKIPTUN-JKT tanggal 19 Oktober 1993, tentang Pe-
2n Surat Keputusan No 088,

i 1993 atas nama PT
EVIN'A FASHION MULTITAMA (FADCH) ZUBAID), fidak dapat
dipertahankan lagi dzn dicabut ;

Merghukum Termohon Kasasi uni
perkara baik dalam peradilzn tingkat pert
lingkat kasas;, yang dalam fingkat ka:
Rp. 50.000 - (lima puluh ribu rupiahy) -

tuk membayar semua biaya
ama, banding maupun dalam

Demikianiah diputuskan dalam ra al permusyaws
kamah Agung pada harf Selasa tanggal ;3 Sanz‘emhy::rrv?QrSE‘anM:?:‘n
HLL RUKMINL SH. Hakim Agung yang dilunjuk oleh Ketim Mahkamah
Agung, sebagai Ketua Sidang, Hj. Ny. ASta SAMIK IBRAHIM S\.:*
dan H. GERMAN HOEDIARTQ, SH sebagai Hakim-hakim I"ﬂ:l‘jﬂ[?‘
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada l:ar‘u E“n;ﬂ.
langga! 29 September 1997, oleh Ketua Sldang tersebut den anvdw
hﬂd{r\ cleh ISKANDAR KAMIL, SH. dan NY. ANJ'«_ AYU MIRA%( SH’
Hakrm-hakfm Anggota, ZAINAL AGUS, SH. Panitera Muda de‘ a
tidak dinadiri oleh kedya belah pihak St

HAKIM-HAKIM ANGGOTA - HAKIM KETUA MAJELIS

ttel, ftd.

HJ NY. ASMA SAMIK [BRAHIM, SH. H.L RUKMINI, 5H
TN SH — e,

ttd

GERMAN HOEDIARTO, SH
———" TPEDIARTO, SH.
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PANITERA MUDA,

tid

ZAINAL AGUS, SH.

Biaya-biaya perkara

1. Meterai ... MR - ¢ o OO B E 14 [
2. Redaks| s Rpe 1,000-
3. Administrasi............. Ry, 47.000.-

Rp. 50.000,-
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